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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul

penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana dan

upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian sebagaimana yang

telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan,

yaitu:

1. Penyelesaian pelaggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh

anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota

polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik

kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana,

kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi

putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a.

Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi :Audit investigasi,

Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri,

dan c. Sidang komisi banding.

2. Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian. Pengawaan internal

dilakukan oleh Propam (Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan).

Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme

penugasan dan pelaporan, dalam hasil ini oleh presiden yang secara

struktural berada diatas Polri. Ketiga, pengawasan parlemen dilakukan



 

 

60

melalui mekanisme anggaran dan sub komisi, sementara keempat,

pengawsan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga

melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengawasan terhadap

anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada saran disampaikan antara lain:

1. Sebagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian

dapat dilakukan pengawasan lebih baik lagi agar anggota

mempunyai Etika yang diharapkan masyarakat.

2. Jika dalam hal anggota Kepolisian melakukan tindak pidana dapat

diproses secara terbuka dan kasusnya tidak menguap begitu saja

sehingga tidak ada Polri yang kebal hukum.

3. Dalam pengawasan Kode Etik Kepolisan Provos lebih aktif lagi

dalam mengawasi anggota kepolisian agar pelanggaran Kode Etik

dapat diminimalkan sehingga lebih sungguh-sungguh dalam

menjalankan tuganya.
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